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PUTUSAN
Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Prgi

z P\ >

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
xxx, tempat kediaman di XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
XXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXK XXXXXXXK  XXXKKX,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H., M.H.,
Advokat/ Pengacara pada kantor pengacara “Yayasan Rumah
Hukum Tadulako” yang beralamat di Desa Baliara Kec.Parigi Barat
Bupati Kab. Parigi Moutong. Provinsi  XXXXXXXX — XXXXXX,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 48/SK/XI1/2023 tanggal
07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
XXxXxxx, tempat kediaman di DusunV Desa XXXXXX XXXXXXXXX,
Kecamatan XxXxXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara ini sebagaimana terurai dalam putusan sela Nomor
514/Pdt.G/2023/PA.Prgi tertanggal 27 Desember 2023 yang amarnya sebagai
berikut:
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MENGADILI
1. Memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah
tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-

sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan
sumpah yang dibebankan kepadanya;

Bahwa dalam kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya untuk
bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama
Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat
Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26
April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksaperlu mengetengahkan doktrin
ahli hukum tentang kedudukan sumpah supletoir dalam hukum acara perdata
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul
Manan, SH., S.lIp., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum
Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Halaman 264 hal ini juga sesuai
Pasal 182 R.Bg bahwa” untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena
jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada
bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah
supletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna sehingga dengan
Penggugat mengucapkan sumpah maka bukti yang diajukan oleh Penggugat
dianggap cukup;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
Hakim pemeriksa menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada
tanggal 14 Juni 1997 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak
tahun 2010 hingga sekarang yakni kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, tanpa
pamit dan tanpa alasan yang sah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali karena Tergugat sudah
menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat namun Tergugat
sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Penggugat dan pihak keluarga
sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat, namun tetap tidak
berhasil;

- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim pemeriksa berusaha untuk
menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang
suami istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan
yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah
Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami
istri; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut; ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan
tanpa alasan yang sah; keempat, salah satu pihak menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama; kelima,
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim
pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu
persatu dengan menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan
di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri menikah pada tanggal 14 Juni 1997, menunjukkan unsur pertama
telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan
oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan

hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang yakni kurang lebih 13 (tiga belas)
tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di
mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dari Penggugat,
menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak

meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat sudah berusaha menemui
Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama
membina rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa unsur keempat telah
terpenuhi dimana salah satu pihak menunjukkan sikap tidak mau kembali ke

rumah kediaman bersama,;
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Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan
telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan
Terggugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut
tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana
tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam
satu ikatan rumah tangga;

Menimbang Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun secara berturut-
turut tanpa alasan yang sah serta Penggugat sudah berusaha menemui
Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat tapi Tergugat tidak
mau, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk
hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan,
sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi,
hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan
maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan
tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi
diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada
Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat
beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

karena itu Hakim pemeriksa mengabulkan gugatan Penggugat dengan
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menjatuhkan talak satu ba’'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai
dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Figih yang terdapat pada Kitab Qurtubi
Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa yang

berbunyi :

ade g disdl gossid ojsmisl Sl o,5im> sais arde Vg
090 pais
Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada
Hakim pemeriksa tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari
(bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar
keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “
Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa
alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan kedua dengan Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 173.000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Parigi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan
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tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Mad Said, S.H. sebagai Hakim
Tunggal, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.l.
Perincian biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T :Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) :Rp 75.000,00
3. Panggilan :Rp 28.000,00
4. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
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